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Abstrak

Penanganan permasalahan sosial ekonomi masih menjadi fokus perhatian baik pemerintah maupun masyarakat
terutama di masa pandemi COVID-19 dan semakin meningkatnya angka masyarakat miskin di Kota Serang.
Program UMKM model social enterpreneurship bertujuan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi akan
tetapi memecahkan permasalahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi dan
dampak sosial ekonomi dari program UMKM dengan model social enterpreneurship di Kota Serang
khususnya pada jenis usaha design and fashion, crafting (handmade aksesoris dan supply bahan-bahan
kerajinan), dan four and travel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi aktor
UMKM kewirausahaan sosial sudah menunjukkan capaian yang efektif melalui keterlibatan mental dan emosi
individu dalam melakukan aktivitas kelompok, motivasi individu untuk memberikan kontribusi dan rasa
tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan. Selain itu
dampak sosial ekonomi dalam konteks kewirausahaan sosial telah menghasilkan kapasitas dan kemandirian
dalam membuka peluang usaha. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah Kota
Serang dan kebijakan yang mampu mengakomodir peluang ekonomi dan merepresentasikan nilai-nilai sosial
kewirausahaan di masa depan secara berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini adalah mendorong
peningkatan UMKM melalui model kewirausahaan sosial sebagai upaya memecahkan permasalahan sosial
dan ekonomi masyarakat, peningkatan kemitraan dengan kewirausahaan yang lebih besar dan mendorong
regulasi pemerintah untuk mengakomodir peluang dan partisipasi masyarakat dan dampak ekonomi dalam
kewirausahaan sosial.

Kata Kunci: Kewirausahaan Sosial; Partisipasi Masyarakat; Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi; Kebijakan
Publik

Abstract
Socioeconomic problem handling and the increasing number of poor people in Serang City are still the focus
of attention of both the government and the community, especially during the COVID-19 pandemic. The Small,
Micro, and Medium Enterprises social entrepreneurship model program aims not only to focus on economic
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benefits but also to solve social problems. This study aims to find out how the participation and socio-economic
impact of the MSME program with the social entrepreneurship model in Serang City, especially in the types
of business design and fashion, handcrafting, and tour and travel. The research method used in this study is
qualitative descriptive. The results of this study indicate that the participation of MSME actors in social
entrepreneurship has shown effective achievement through the mental and emotional involvement of
individuals in group activities, individual motivation to contribute, and a sense of personal responsibility
towards group activities to achieve goals. In addition, the socio-economic impact in the context of social
entrepreneurship has resulted in capacity and independence in opening up business opportunities. The
research findings show the importance of Serang City government support and policies that can accommodate
economic opportunities and represent the social values of entrepreneurship in a sustainable future. The
recommendation of this research is to encourage the improvement of MSMEs through the social
entrepreneurship model as an effort to solve social and economic problems of the community, increase
partnerships with greater entrepreneurship and encourage government regulations to accommodate
opportunities and community participation and economic impact in social entrepreneurship.

Keywords: Social Entrepreneurship;, Community Participation, Evaluation of Social and Economic,; Public

Policy
PENDAHULUAN Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20
Penanganan masalah sosial dan ekonomi Tahun 2008 tentang UMKM serta yang terbaru
di Kota Serang masih dalam proses pencarian secara legal formal disahkan dalam masa
formula yang tepat. Hal tersebut dapat terlihat kondisi pandemi COVID-19 yaitu Peraturan
dari masih banyaknya jumlah penduduk RI No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan,
miskin di Kota Serang berdasarkan data Biro perlindungan, pemberdayaan koperasi dan
Pusat Statistik (BPS) Kota Serang 2021 selama UMKM sebagai bentuk keinginan untuk
empat tahun terakhir 2016-2017 yaitu mewujudkan  pembangunan = masyarakat
sebanyak 36,40 ribu dan 36,97 ribu dan tahun madani. Salah satu bentuk program UMKM
2018-2019 sebanyak 36,21 ribu. Jumlah yang mendukung pembangunan masyarakat
penduduk miskin semakin bertambah karena sekaligus melibatkan masyarakat dalam
dampak dari wabah pandemi COVID-19 kegiatan pemberdayaan adalah model social
(Corona Virus Disease) berdasarkan BPS entrepreneurship support.
Provinsi Banten dalam angka 2021 vyaitu Kehadiran  sociopreneurship  atau
sebesar 42,24 ribu dan hal ini semakin kewirausahaan sosial sebagai trend baru model
bertambah di tahun 2021 berdasar sumber data UMKM yang dikemas lebih modern dalam
Indoposco.id sebanyak 600 ribu masuk dalam beberapa tahun belakangan ini seperti angin
kategori warga miskin baru. Hadirnya segar, dikarenakan tidak hanya profit yang
Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 menjadi orientasi dalam kegiatan wirausaha
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah namun terdapat kegiatan lain  seperti
(UMKM) dan Peraturan Pemerintah No. 17 pemberdayaan masyarakat untuk
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pembangunan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi
masyarakat. sebagaimana dikemukakan
Pomerantz (2017), bahwa kewirausahaan
sosial adalah  pengembangan inovatif,
dukungan misi, penciptaan lapangan kerja atau
lisensi, usaha oleh pengusaha sosial individu

atau organisasi nirlaba, atau nirlaba dalam

asosiasi dengan  tujuan  mendapatkan
keuntungan.
Kewirausahaan  sosial ~ merupakan

konsep yang relatif baru dan telah muncul
dengan fenomena yang cukup kuat (ILO,
2017) dan memainkan peran kunci dalam
pengembangan

(Torgulescu & Ravar, 2015). Dijelaskan lebih

negara berkembang
lanjut bahwa fenomena ini tumbuh dari
keinginan beberapa asosiasi sukarela untuk
menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang
yang terpinggirkan dari pasar tenaga kerja
tradisional dan dari pengusaha yang ingin
menjalankan bisnis tetapi dengan tujuan sosial
yang jelas.

Meskipun demikian, menurut (Nifio,
2015) kewirausahaan sosial tetap memiliki
keterkaitan dengan aktivitas sektor profit, hal
ini menjadi fenomena umum yang mencakup
sebagian besar organisasi yang tidak dapat
terlepas sebagai perusahaan sosial, terlepas
dari kenyataan bahwa kewirausahaan memiliki
misi untuk melakukan perubahan sosial.

Kewirausahaan sosial dipromosikan untuk
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melakukan identifikasi dan mendorong

wirausahawan sosial melakukan kegiatan
sosial dan partisipasi masyarakat (ILO, 2017).

Hal ini sejalan dengan manfaat yang
oleh dimana

didapat masyarakat

pengembangan kewirausahaan sosial
menggunakan prinsip-prinsip sosial dan usaha
bisnis untuk menciptakan perubahan sosial dan
membangun berbagai jenis bisnis yang bersifat
sosial melalui partisipasi aktif masyarakat
dalam merencanakan, melaksanakan, dan
menilai dampaknya terhadap kesejahteraan
sosial dan ekonomi masyarakat (Hidayat &
Putra, 2020). Oleh sebab itu dapat dikatakan
bahwa salah satu kunci penting dan indikator
terlaksananya kewirausahaan sosial adalah
partisipasi dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat memberikan
ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan
kapasitasnya manusia.

dijelaskan oleh Reed et al. (2018) bahwa

sebagai Seperti
partisipasi merupakan suatu proses di mana
individu, kelompok dan/atau organisasi publik
atau pemangku kepentingan terlibat dalam
pengambilan keputusan yang memengaruhi
mereka, baik secara pasif melalui konsultasi
atau secara aktif melalui keterlibatan dua arah

Menurut Reed et.al (2018) partisipasi
merupakan salah satu argumen penting bagi
individu dalam masyarakat demokratis dan
partisipasi merupakan kunci dalam upaya

membentuk nilai-nilai kewarganegaraan dan
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publik. Termasuk dalam hal ini membangun
modal sosial dan pembangunan masyarakat
(Claridge, 2004). Oleh karena itu, menurut
Kummitha (2017) partisipasi masyarakat
diharapkan dapat mengisi kekosongan dengan
membawa masyarakat ke dalamnya, akan
tetapi muncul

pertanyaan apakah

pemberdayaan masyarakat dengan

menggunakan pengetahuan eksternal akan

menguntungkan pembangunan secara
keseluruhan, atau akankah ideal untuk
menciptakan  sistem dari dalam dan

memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan
lokal untuk membangun sistem pengetahuan
yang menjadi dasar kemampuan masyarakat.
Hal ini disebabkan masyarakat tidak dapat
menawarkan pengetahuan atau pendekatan

yang cukup yang diperlukan untuk mengatasi

permasalahan karena keterbatasan yang
dimiliki.
Partisipasi dapat dimaknai sebagai

keterlibatan mental dan emosional orang-

orang dalam suatu kelompok dalam
mendorong dan berkontribusi pada tujuan
pembagian tanggung jawab (Newstrom &
Davis, 2007). Pengertian ini, mengandung tiga
unsur pokok, yaitu adanya keterlibatan mental
dan emosi individu dalam melakukan aktivitas
kelompok, adanya motivasi individu untuk
memberikan kontribusi tergerak yang dapat
berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga,
dan keterampilan, dan

timbulnya rasa
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tanggung jawab dalam diri individu terhadap
aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian
tujuan.

Jika melihat sebaran UMKM di Provinsi
Banten, maka Kota Serang merupakan daerah
yang memiliki jumlah UMKM terendah
dimana tidak sampai satu persen dari total
UMKM di provinsi Banten. Selain itu,
berdasarkan observasi awal yang dilakukan
oleh peneliti, dari data tersebut tidak semua
UMKM vyang terdaftar maupun tidak terdaftar
di Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, dan
UKM Kota Serang yang menerapkan model
sociopreneurship dan data UMKM dengan
menggunakan model ini belum ada data yang
tersedia dengan pasti di instansi terkait.

Berikut adalah sebaran masyarakat yang
berpartisipasi dalam UMKM di Provinsi

Banten.

Tabel 1 Sebaran UMKM di Provinsi Banten

Kab/Kota Jumlah Omzet (Rp)
UMKM

Kabupaten 791 3.542.500.000.000

Pandeglang

Kabupaten 3.447 2.832.500.000.000

Lebak

Kabupaten 167.649 145.786.388.000.000

Tangerang

Kabupaten 67.194 26.853.500.000.000

Serang

Kota 22.592 234.715.582.651

Tangerang

Kota Serang 39 945.000.000

Kota Cilegon 52.100 17.733.399.105.972

Kota 105.762 42.710.400.000.000

Tangerang

Selatan

TOTAL 419.574  239.694.347.688.623

Sumber : NewsMedia, 3 Desember 2021

Melihat kesempatan ini, program

UMKM model social entrepreneurship bisa
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diimplementasikan dalam hal untuk membantu
meminimalisir angka pengangguran dan
kemiskinan di Kota Serang. Seperti yang
disampaikan oleh Sijabat (2015) bahwa
kewirausahaan sosial memungkinkan peluang
ekonomi bagi masyarakat miskin, sehingga
menghilangkan masalah sosial dan ekonomi di
masyarakat. Sejalan dengan semakin pesatnya
kemajuan dan pemanfaatan teknologi, maka
diharapkan akan semakin mempermudah
kegiatan sociopreneurship ini. Oleh karena itu,
walaupun masih dalam kondisi pandemi
COVID-19 yang diawali akhir tahun 2019
sampai saat ini, sociopreneurship semakin
berjamur karena bisa dilakukan kapan saja dan
dimana saja.

Menurut Kusumasari (2015), terdapat
empat jenis model kewirausahaan sosial di
Indonesia (Jakarta, Yogyakarta, Bandung,
Bali) yang bertujuan untuk menyelesaikan
masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yaitu
mixed-based model, ~sharia-mixed wmodel,
volunteerism-based model dan cooperation-
based model. Sedangkan Smith & Stevens
(2010) mengatakan kewirausahaan sosial
terdiri dari tiga jenis yaitu, pertama bricoleur
sosial yang fokus pada keprihatinan lokal, dan
sebagian  didorong permasalahan yang
dihadapi masyarakat. Dalam situasi seperti ini,
pengenalan masalah sebagian besar didorong
lokal.  Untuk

oleh pengetahuan jenis

kewirausahaan sosial ini, seringkali ada
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motivasi untuk memecahkan masalah lokal
dan mempertahankan fokus lokal karena ini
merupakan sumber peluang dan jalan untuk
mengukur keberhasilan. Walaupun bentuk
kewirausahaan sosial Bricoleur Sosial ada di
wilayah-wilayah di seluruh dunia, solusi yang
dikembangkan umumnya dalam skala dan
cakupan yang agak kecil.

Jenis kewirausahaan kedua adalah
konstruksionis sosial yang bertujuan untuk
mengidentifikasi peluang sosial. Berbeda
dengan tipe Bricoleur Sosial, terutama dalam
fokus lebih Untuk

pasar luas.

yang
konstruksionis sosial, pengetahuan khusus
domain kurang berfungsi sebagai metode
pengenalan masalah dan lebih sebagai filter
untuk banyak masalah yang dihadapi. Ketiga
adalah kewirausahaan sosial berbasis sosial
engineering yang memusatkan perhatian pada
pencarian legitimasi, karena skala dan cakupan
luas dari usaha kewirausahaan memerlukan
dukungan massa dan berfokus pada isu-isu
berskala besar.

Melihat data tersebut maka peneliti
tertarik untuk melakukan kajian sosial
mengenai social entrepreneurship pada jenis
usaha design and fashion, crafting (handmade

aksesoris dan supply bahan-bahan kerajinan,

dan tour and travel. Pada penelitian ini,

kegiatan  evaluasi diperlukan  untuk
mengetahui sejauhmana program tersebut
berjalan.
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Evaluasi kebijakan merupakan
pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan
empiris terhadap efek dari kebijakan dan
program publik terhadap targetnya dari segi
tujuan yang ingin dicapai (Parson, 2011). Jenis
evaluasi kebijakan atau program yang dipakai

pada penelitian ini adalah evaluasi dampak

dari program UMKM model social
entrepreneurship.  Penilaian  ini  untuk
memperkirakan apakah intervensi

menghasilkan efek yang diterapkan atau tidak
(Parson, 2011; Rossi et al., 2004), dimana
dampak kebijakan ini merupakan salah satu
konsep pokok yang harus dipahami di dalam
evaluasi kebijakan publik atau program yang
secara formal mengumpulkan data secara

sistematis dan  bertujuan  memberikan

informasi untuk pengambilan keputusan

(Mertens & Wilson, 2019).
Beberapa penelitian tentang partisipasi

dan evaluasi dampak sosial ekonomi

diantaranya Kiu (2018) dalam hasil

penelitiannya  menyebutkan  pelaksanaan

program dana pemberdayaan ekonomi
masyarakat menghasilkan dampak positif oleh
masyarakat  karena

terjadi  peningkatan

pendapatan masyarakat, peningkatan
produktivitas usaha masyarakat, peningkatan
kemandirian masyarakat. Sejalan dengan
penelitian tersebut, hasil penelitian Mursalim
(2020)

melalui

& Kurniati menyebutkan

pemberdayaan social
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enterpreneurship telah mampu memberikan

dampak  positif ~dalam  pengembangan
kemandirian masyarakat.

Selain itu Firdaus (2014) dalam hasil
penelitiannya mengemukakan bahwa kegiatan
kewirausahaan sosial, pada tingkat individu,
dapat mengurangi tingkat pengangguran
dengan menciptakan lapangan kerja dan pada
tingkat kelompok, dapat mengurangi tingkat
kemiskinan di masyarakat. Penelitian 7isma et
al. (2022) menyebutkan terdapat enam bentuk
hukum kewirausahaan sosial meliputi asosiasi,
koperasi, lembaga, yayasan, perusahaan dan
kerajinan. Hal tersebut menjadi faktor penting
kewirausahaan sosial dalam menghubungkan
sektor profit dan nonprofit, sehingga dapat
diimplementasikan melalui bentuk hukum
yang sama untuk kedua sektor

Penelitian yang dikemukakan oleh
(2018)

Gabarret et al menyebutkan

kewirausahaan  sosial  dimotivasi  oleh
kombinasi faktor pendorong dan penarik
dalam memberikan dampak sosial dan
ekonomi, sedangkan Wanyoike & Maseno
(2021) menunjukkan bahwa faktor penting
pengalaman pribadi dan orientasi pencapaian
yang tinggi terhadap peningkatan mata
pencaharian mampu menciptakan dampak
kewirausahaan sosial yang sangat tinggi.

dalam

Beberapa penelitian di atas,

berbagai perspektif memiliki kesamaan

dengan penelitian yang sedang dilakukan, akan
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tetapi penelitian yang membahas dan

mendiskusikan  partisipasi dan  evaluasi
dampak sosial ekonomi kewirausahaan sosial
di Kota Serang masih belum dilakukan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan dampak sosial ekonomi dari program
UMKM dengan model social
enterpreneurship di Kota Serang khususnya
pada jenis usaha design and fashion, crafting
(handmade aksesoris dan supply bahan-bahan

kerajinan), dan four and travel.

KAJIAN LITERATUR
Kewirausahaan Sosial
kewirausahaan

Tren perkembangan

sosial telah mengalami peningkatan yang
sangat pesat di dunia dalam beberapa dekade
terakhir (Jiatong et al., 2021; Kibler et al.,
2018; Lumpkin et al., 2011; Nicholls, 2008; I.
O. Santos, 2018; Sekliuckiene & Kisielius,
2015; Turok & Raco, 2016). Istilah
kewirausahaan sosial semakin dikenal dan
berkembang sertta menjadi solusi inovatif bagi
semakin tenar di

negara maju wilayah

pengembangannya, namun bisa menjadi
inovatif di lingkungan negara maju (Saebi et
al., 2019) dan mengalami pertumbuhan yang
meningkat di beberapa negara berkembang,
bahkan telah menjadi model utama dan diskusi
akademis bidang social ekonomi yang
mengacu pada penggunaan kegiatan komersial
oleh organisasi nirlaba (Defourny & Nyssens,

2014).
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Secara umum kewirausahaan sosial
dipandang sebagai konsep yang terlalu luas
dan tidak memiliki batasan yang jelas
(Battilana et al., 2012), meskipun beberapa
referensi mendefinisikan keirausahawan sosial
sebagai suatu usaha bisnis yang dihormati dan
dapat menawarkan layanan kepada semua
jenis atau kelas orang di masyarakat (Zainal &
John, 2014). Kewirausahaan sosial adalah
elemen penting dalam lingkungan pendidikan
bisnis dan berkontribusi pada kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan, bahkan dalam
situasi epidemi (Littlewood & Holt, 2018).
Hal ini terkait dengan individu dan tim
dengan mengembangkan kebutuhan sosial dan
lingkungan masyarakat dalam situasi ekologi
dan abnormal. dalam

normal Namun,

penelitian sebelumnya, pentingnya
kewirausahaan sosial telah diakui oleh para
peneliti dan praktisi (Chell et al., 2016; Wu &
Si, 2018). Selain itu, hal ini tidak terlepas dari
potensi, kebutuhan dan tujuan kewirausahaan
social yang mampu membawa perubahan
social ekonomi dan kesejahteraan sosial
(Kumar, 2020; Tisma et al., 2022).

Menurut Idris & Hijrah Hati (2013),
kewirausahaan sosial adalah proses organisasi
untuk menciptakan perubahan sosial yang
positif melalui strategi kewirausahaan yang
melibatkan identifikasi peluang yang efektif
inovasi dan kemandirian

dan evaluasi,

finansial. Definisi tersebut dianggap tepat
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untuk tujuan saat ini karena mampu

menyatukan perbedaan spesifik dalam atribut

organisasi seperti organisasi agama versus

organisasi  sekuler, dan dengan jelas
membedakan kewirausahaan sosial dari
organisasi ~ non-pemerintah. Sedangkan

menurut Santos (2012) kewirausahaan sosial
merupakan bidang disiplin yang terpisah,
beberapa setuju untuk menganalisis fenomena

ini melalui kerangka kerja yang sudah ada

dalam kewirausahaan. Yang terpenting,
kewirausahaan  sosial  adalah  tentang
"menciptakan industri baru, memvalidasi

model bisnis baru, dan mengarahkan sumber
daya ke masalah sosial yang terabaikan.
Dimensi kewirausahaan sosial meliputi
misi sosial yang merupakan focus utama,
inovasi sosial, perubahan sosial, semangat
kewirausahaan dan kepribadian (Praszkier &
Nowak, 2012). Menurut Martin & Osberg
(2007) dan Popoviciu & Popoviciu (2011),
kewirausahaan sosial terdiri dari tiga
komponen utama, konteks kewirausahaan,
karakteristik  kewirausahaan hasil
kewirausahaan (Martin & Osberg, 2007).

Konteks

dan
kewirausahaan menyiratkan
mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang
menentukan dan mempertahankan
kemiskinan, marginalisasi dan pengucilan.
Pemahaman tentang masalah sosial berbeda di
seluruh dunia dan oleh karena itu, pendekatan
solusi

yang diambil untuk menemukan
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berkelanjutan  perlu  mempertimbangkan
keadaan kontekstual yang berbeda.
Karakteristik kewirausahaan mengacu
pada tindakan langsung dalam bentuk solusi
baru (inovasi) untuk populasi sasaran, konteks
atau aplikasi. Tantangan untuk menemukan
solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk
masalah sosial cukup besar dan mungkin
memerlukan beberapa unsur dari bisnis yang
sukses. Juga, solusi untuk masalah sosial
seringkali memerlukan transformasi mendasar
dalam sistem politik, ekonomi dan sosial.
Hasil wirausaha adalah ekosistem baru
yang stabil atau perubahan sosial yang
substansial bagi segmen populasi yang kurang
beruntung. Hasil dari kewirausahaan sosial
terlihat dan terukur melalui peningkatan
kualitas hidup, efisiensi, keberlanjutan sosial
dan/atau pilihan pertumbuhan ekonomi dan
bernilai. Perubahan sosial tersebut dapat
berupa skala kecil (lokal) atau skala besar
(sistemik). Artinya, hasilnya dapat bermanfaat
bagi populasi sasaran di suatu wilayah tertentu
atau dapat berupa perubahan paradigmatik

dalam pendekatan dan pandangannya.

Partisipasi dan Evaluasi Kebijakan/
Program

Menurut Reed, et.al. (2018) partisipasi
merupakan salah satu argumen penting bagi
individu dalam masyarakat demokratis dan
merupakan kunci dalam upaya membentuk

nilai-nilai kewarganegaraan dan publik.
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Termasuk dalam hal ini membangun modal
sosial  dan

(Claridge,

pembangunan

2004).

masyarakat
Partisipasi merupakan
keterlibatan mental dan emosional orang-
orang dalam situasi kelompok yang
mendorong mereka untuk berkontribusi pada
tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab
(Newstrom & Davis, 2007).

Menurut Greve (2017) Partisipasi
berhubungan dengan pengguna, kelompok
dan kelompok

pengguna, warga negara,

kepentingan. Artinya, kelompok-kelompok
atau kepentingan-kepentingan tersebut secara
langsung dan langsung dipengaruhi oleh

kebijakan. Oleh sebab itu pendekatan
partisipatif juga mencakup kelompok lain yang
terlibat dalam perumusan, pemantauan dan
peninjauan kebijakan, serta implementasi dan
penyampaian, seperti pembuat kebijakan,
pegawai negeri, praktisi dan politisi.
Partisipasi dicirikan sebagai komunikasi
tanpa batas dan tanpa paksaan di antara pihak-
pihak yang berkepentingan, atau pemangku
kepentingan, dengan harapan mencapai saling
pengertian. Proses pengambilan keputusan
bersifat partisipatif ketika peserta—termasuk
warga negara, pembuat kebijakan, dan aktor
lain—merasa bahwa mereka dapat secara
penuh dan bebas mengangkat isu tentang
sebuah rencana (Chang & Jacobson, 2010).
Sesuai dengan pandangan tersebut, Kummitha
(2017) bahwa

mengatakan partisipasi
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masyarakat diklaim sebagai mekanisme
penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif,
seperti yang telah dibahas sebelumnya,
masyarakat perlu dilatih atau diberdayakan
untuk meningkatkan keterampilan mereka
sendiri.

Menurut Sharpe (2011) komponen
dalam suatu program penting untuk dievaluasi
agar temuan komponen dapat diandalkan,
bersifat valid, bermakna, dan dapat ditafsirkan.
Komponen program dapat meliputi penilaian
kebutuhan, evaluasi proses, evaluasi dampak,
dan efektivitas biaya (Guiu, 2018).

adalah

Evaluasi profesi

yang

menggunakan metodologi formal untuk
memberikan bukti empiris yang berguna
tentang entitas

produk, kinerja) (Mertens & Wilson, 2019).

publik (seperti program,

Selanjutnya untuk mengukur indikator

keberhasilan  program, terdapat standar
evaluasi menurut lima atribut utama evaluasi
adalah utilitas (seberapa berguna dan tepat
penggunaan evaluasi itu), kelayakan (sejauh
mana evaluasi dapat dilaksanakan dengan
sukses dalam pengaturan tertentu) , kepatutan
(seberapa manusiawi, etis, moral, pantas, legal,
dan profesional penilaiannya), akurasi
(seberapa dapat diandalkan, tepat, jujur, dan
dapat dipercaya evaluasinya), dan meta-
evaluasi (sejauh mana kualitas evaluasi itu

sendiri dijamin dan dikendalikan).
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Kewirausahaan Sosial dan Pembangunan

Masyarakat
Dalam konteks organisasi ekonomi,
kewirausahaan sosial beroperasi dalam

ekonomi sosial dan mengacu pada salah satu
hasil nyata dari kewirausahaan sosial (Doh,
2020). Kewirausahaan sosial menjadi faktor
penting dalam pembangunan sosial melalui
model yang berkelanjutan dan kelayakan
ekonomi (Ebrashi, 2013).

Menurut Juneja (2021) dan Yunus ef al.
(2010) dalam aktivitas kewirausahaan sosial
didasarkan pada tujuh prinsip perilaku utama.
Prinsip pertama mendefinisikan tujuan
keberadaan perusahaan sosial. Menurut prinsip
ini, tujuan bisnis mereka adalah untuk
mengatasi kemiskinan atau untuk mengatasi
masalah seperti pendidikan, gizi, kesehatan,
lingkungan dan memungkinkan akses
teknologi ke populasi berpenghasilan rendah
dan tidak hanya untuk mencari keuntungan.
Prinsip kedua mengacu pada keberlanjutan
finansial dan ekonomi. Wirausahawan sosial
mencari sumber keuangan yang bertanggung
jawab secara sosial. Prinsip ketiga mengatur
pengembalian investasi. Investor wirausaha
sosial tidak didorong untuk mengejar
keuntungan dengan mengorbankan pencapaian
manfaat sosial yang lebih luas. Prinsip
keempat terkait dengan jumlah yang diperoleh
di atas dan di atas investasi yang harus

diinvestasikan kembali untuk meningkatkan
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ruang lingkup operasi dan memperbaikinya.
Perluasan ini bertujuan untuk menarik lebih
banyak orang atau meningkatkan kualitas
layanan.

Prinsip kelima mencakup usaha sosial
yang harus bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan lingkungan. Mereka harus
memainkan peran utama dalam perbaikan
lingkungan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Ini berarti bahwa operasi mereka
memastikan bahwa mereka tidak merusak
lingkungan. Prinsip keenam berarti bahwa
karyawan  perusahaan akan  menerima
kompensasi yang adil, yang sesuai dengan
standar industri. Para pekerja menerima
kondisi kerja yang lebih baik. Prinsip ketujuh
merupakan sikap bahwa wirausahawan sosial
tidak bertujuan untuk memaksimalkan
keuntungan. Oleh karena itu, pekerjaan sosial
hanya dikelola oleh mereka yang dengan
penuh semangat berkontribusi baik kepada
masyarakat maupun lingkungan. Ini berarti
bahwa bisnis berlangsung dalam lingkungan
yang menyenangkan dan tidak dalam tekanan.

Menurut De los Rios-Sastre & Gonzélez-
Sanchez (2020) dalam konteks pembangunan,
kewirausahaan sosial memiliki hubungan
positif dengan pembangunan ekonomi daerah,
penelitian ini juga

fisik,

menunjukkan bahwa

modal modal manusia, modal

pengetahuan, dan kewirausahaan merupakan

faktor yang signifikan dan penting dalam
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membentuk output ekonomi daerah. Hal ini
sejalan dengan konsep kewirausahaan sosial
yang fokus pada penciptaan dampak sosial dan
perubahan sosial (Haugh & Talwar, 2016;
Kimmitt & Muiioz, 2018; Nicholls, 2008).
Menurut  Pareja-Cano et al. (2020)
selain pembangunan, pemberdayaan dapat
menjadi konstruk mediasi yang valid untuk
menjelaskan  hubungan  antara  praktik
kewirausahaan dan pencapaian tujuan sosial,
karena dua alasan. Pertama, memungkinkan
menangkap efektivitas upaya usaha sosial
untuk  memecahkan

kedua

masalah  penerima

manfaat, pemberdayaan  adalah

konstruksi multi-level, multidimensi dan
kontekstual serta dapat dilihat pada tingkat
yang berbeda-beda yaitu individu, organisasi
atau komunitas (Zimmerman, 2000).

Dalam penelitian ini, kami mensintesis
teori evaluasi program untuk menganalisis
kewirausahaan sosial dalam perspektif
partisipasi masyarakat dan evaluasi dampak
sebagaimana dikemukakan Newstrom &
Davis (2007) dan Rossi et al. (2004) yaitu
partisipasi, terdiri dari keterlibatan mental dan
emosi dalam kewirausahaan sosial, motivasi
dan kontribusi dalam kewirausahaan sosial,
tanggung jawab individu dalam
kewirausahaan sosial. Kedua evaluasi dampak
kebijakan/program  yang meliputi dampak

sosial dan ekonomi.

301

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan
dalam mengumpulkan data yaitu wawancara
dan obervasi. Teknik penentuan informan
menggunakan purposive sampling yaitu teknik
penelitian kualitatif ~ dimana tujuan
pengambilan informan terfokus pada informan
yang memiliki informasi untuk dipelajari
secara mendalam (Patton, 2002). Sampel
dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM
model kewirausahaan sosial dan peserta
kegiatan pemberdayaan kewirausahaan sosial
pada jenis usaha design and fashion, crafting
(handmade aksesoris dan supply bahan-bahan
kerajinan, dan tour and travel dimana dalam
menentukan informan. Kajian literatur juga
dilakukan dengan melihat sumber-sumber
yang relevan, seperti dokumen pemerintah,
media elektronik, jurnal, dan buku. Data yang
terkumpul kemudian dideskripsikan dalam
bentuk narasi dan dianalisis dengan
menggunakan teori partisipasi dan evaluasi
dampak dan selanjutnya dilakukan proses
interpretasi data. Uji validitas pada penelitian
ini dengan teknik triangulasi metode dan

sumber.

HASIL PENELITIAN
Keterlibatan mental dan emosional

orang-orang dalam situasi kelompok menjadi

dalam  memberikan

faktor  pendorong

berkontribusi pada tujuan kelompok dan
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pembagian tanggung jawab (Newstrom &
Davis, 2007). Aspek keterlibatan tersebut
terwujud dalam perilaku dan kinerja
wirausahawan sosial sehingga sangat penting
sosial

afektif,

mewujudkan tujuan kewirausahaan

dengan  dukungan  komitmen
keterlibatan kerja, dan nilai-nilai pribadi para
aktor (Sotiropoulou et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian
berdasarkan aspek keterlibatan mental dan
emosi pelaku usaha dapat dikatakan bahwa
orientasi dalam menjalankan wusaha tidak
hanya profit tetapi terdapat kegiatan sosial. Hal
ini turut membantu penanganan permasalahan
sosial ekonomi di masyarakat dimana para
pelaku UMKM berharap dari usahanya ada
kebermanfaatan yang lebih Iuas untuk
masyarakat, seperti membuka peluang usaha
baru bagi masyarakat, membantu
memaksimalkan potensi masyarakat untuk
lebih berdaya, memiliki usaha atau pekerjaan,
mandiri, berpenghasilan. Selain itu, sebagai
healing bagi rutinitas aktivitas para pekerja
kantoran pada kegiatan jahit dan membuat
aksesoris sehingga memberikan motivasi

dalam upaya meningkatkan pendapatan
ekonomi.

Motivasi dalam kewirausahaan sosial
merupakan faktor yang sangat penting,
terutama terkait dengan karakteristik dan profil
para aktor UMKM tersebut, karena selain
terdapat

kepentingan pribadi, ada juga
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orientasi untuk memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat (Braga et al., 2014).

Berdasarkan hasil observasi, hal ini
menjadi motivasi para pelaku usaha untuk
memberikan kontribusi dalam bentuk jasa,
buah pikiran, tenaga, dan keterampian jahit,
pembuatan  aksesoris, macrame, kreasi
handmade pada kegiatan sosial usaha mereka.
Hal ini terlihat pada program kegiatan yang
telah dan/atau sedang mereka realisasikan
dengan berbagai media dan pendekatan baik
secara online maupun offline.

Program kegiatan yang dijalankan secara
offline yaitu program kelas peduli belajar jahit
gratis dan kelas jahit crafting gratis serta
workshop pembuatan aksesoris khususnya
mask strap yang sedang happening di masa
pandemi dimana masing-masing peserta rata-
rata berjumlah 20-25 peserta. Selain itu
kegiatan sosial yang dilakukan secara online
yaitu pembuatan tutorial seputar design and
fashion dan pembuatan aksesoris melalui akun
instagram  mereka yaitu  (@kelasjahit,
@elyecraf yang bisa dipelajari oleh siapapun
dan kapanpun secara gratis. Selain itu,
kegiatan workshop dilakukan juga secara
online baik secara zoom yaitu membuat kresi
handmade, melalui whatsapp grup yaitu
pembuatan kerajinan macrame dimana pada
kegiatan macrame ini terdiri dari 4 kelas,
masing-masing terdiri dari 30 peserta. Selain

itu melalui media online instagram maupun
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secara /ive dalam pembuatan aksesoris yang
dihadiri dan diikuti oleh siapapun secara gratis
dari Aceh-Jayapura yang diadakan sebanyak
dua kali dalam sebulan.

Untuk mewujudkan kegiatan tersebut
penting adanya tim yang solid dan
bertanggungjawab. Selain tim internal dan
peserta kegiatan yang aktif, terdapat kolaborasi
baik antarusaha lain maupun dengan pihak
BUMN. Seperti kegiatan kelas jahit
berkolaborasi dengan @Travelinggeh (akun
instagram) bergerak dalam bidang tour and
travel yang menyediakan fasilitas tempat dan
mesin jahit yang diadakan di Kota Serang
sedangkan  pada  kegiatan = workshop
pembuatan aksesoris khususnya mask strap
berkolaborasi dengan Azalea Beauty Hijab
yang bergerak dalam bidang kecantikan,
kosmetik, dan perawatan diri yang di adakan di
Jakarta. Selain itu, kegiatan workshop dimana
ilmu dan

tim (@elyecraft memberikan

pelatihan kreasi  handmade
bekerjasama dengan BUMN Bank Mandiri

melalui RKB (Rumah Kreatif Banten) Mandiri

pembuatan

degan menggunakan media online zoom.

Berbagai kegiatan sosial tersebut

terdapat dampak sosial ekonomi bagi

masyarakat yang ikut sebagai partisipan

dengan mengikuti berbagai program kegiatan
yang dibuat oleh para pelaku UMKM dalam
kegiatan sosialnya dengan waktu dan tempat
telah

serta penggunakaan media

yang
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ditentukan yaitu mereka mampu membuka
usaha sendiri seperti usaha jahit baju di tempat
tinggal mereka, usaha jasa dimana mereka
membuka kelas kegiatan workshop sendiri
dengan bidang yang sama, membuka usaha
sendiri dengan membuat dan menjual produk
macrame dan aksesoris baik secara online
maupun offline dengan metode titip ke toko-
toko besar seperti toko baby shop dan
intermedia, dan terdapat beberapa alumni dari
peserta prgram sosial yang di-hire oleh
@elyecraf untuk membantu memberikan ilmu
dan pelatihan untuk peserta lain karena peserta
kegiatan semakin bertambah. Selain itu,
program kegiatan ini menjadi inspirasi bagi
wanita sehingga alumni

peserta yang

mengikuti  program  kegiatan  tersebut
kemudian membuka usaha sejenis sebagai
alternatif karena suami mereka terkena PHK

dampak pandemi COVID-19.

PEMBAHASAN
Keterlibatan Mental dan Emosi dalam
Kewirausahaan Sosial.

Dimensi partisipasi masyarakat
didefinisikan sebagai intervensi yang berusaha
sebab akibat

mengidentifikasi hubungan

langsung antara partisipasi masyarakat
sekaligus sebagai sebuah proses berkelanjutan
(Ritkin, 2017) dan berdasarkan hasil penelitian
yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan
bahwa dimensi partisipasi aktor UMKM dalam

kegiatan kewirausahaan sosial menunjukkan
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keterlibatan mental dan emosi yang positif, hal
ini dapat terlihat dari orientasi para aktor yang
tidak hanya bersifat profit akan tetapi terdapat
beberapa kegiatan sosial sehingga dapat
membantu penanganan permasalahan sosial
ekonomi di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Firdaus
(2014) yang mengatakan bahwa kegiatan
kewirausahaan sosial, pada tingkat individu,
dapat mengurangi tingkat pengangguran
dengan menciptakan lapangan kerja dan pada
tingkat kelompok dapat mengurangi tingkat
kemiskinan di masyarakat. Ditegaskan oleh
(2017)

membangun kepercayaan pada tahap awal,

Kummitha sebagai bagian dari

wirausahawan sosial membawa pejabat
pemerintah, dan orang-orang terkenal lainnya
ke komunitas untuk mendukung kegiatan
mereka, yang memperkuat modal sosial di
antara wirausahawan sosial, timnya, dan
komunitas.

Konsep sosial sebagai landasan dalam
sosial

kewirausahaan dijelaskan

oleh Nifio (2015) yang

secara
komprehensif
menjelaskan terjadinya krisis global baru-baru
memberikan bukti-bukti

ni telah

permasalahan  sosial yang menghambat
pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Hubungan antara perusahaan dan masyarakat,
memberikan peluang untuk mengurangi
dampak buruk dalam meningkatkan kualitas
hidup Pilihan

masyarakat. terhadap
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kewirausahaan sosial merupakan keniscayaan
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
bersama yang dihasilkan dari sistem ekonomi
dan Corporate Social Responsibility.

Sebagaimana telah dijelaskan pada
bagian sebelumnya bahwa salah satu faktor
penting keberhasilan kewirausahaan sosial
adalah keterlibatan atau partisipasi masyarakat
termasuk dalam hal keterlibatan mental dan
emosi. Bahwa strategi pelatihan
kewirausahaan sosial partisipatif menunjukkan
semakin kuatnya partisipasi aktif masyarakat
dalam mengembangkan potensi lingkungan
dalam berbagai aspek pembangunan dan
kewirausahaan  sosial  bertujuan  untuk
menciptakan nilai sosial yang bermanfaat bagi
masyarakat (Hidayat & Putra, 2020)

Menurut Newstroom & Davis (2007)
partisipasi mampu menumbuhkan kepuasan
masyarakat dalam pemenuhan berbagai

kebutuhan. Hal ini juga sesuai dengan

penelitian yang dikemukakan oleh Kibler et al.
(2018) yang mengatakan kewirausahaan sosial
merupakan solusi yang paling efisien dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial pada suatu
negara dan sering dikaitkan dengan inovasi
sosial karena dapat memenuhi kebutuhan
sosial.
Menurut  Jiatong et al. (2021)
kewirausahaan sosial merupakan prosedur dan
sosial

misi yang membantu masyarakat

menggunakan ide-ide inovatif dan
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menggabungkan  sumber daya  untuk

mengembangkan nilai-nilai ekonomi dan
sosial. Selain itu Robinson (2006) mengatakan
misi sosial dalam konteks kewirausahaan
sosial merupakan bagian paling penting selain
keuntungan atau bisnis. Partisipasi actor
UMKM dalam konteks mental dan emosi
dalam mendorong misi sosial didukung respon
dan minat dari masyarakat. Sebagaimana
ditegaskan oleh (Mandrysz, 2020) yang
memandang perlunya usaha bersama dan
sosial  berbasis

ekonomi masyarakat,

mendorong hubungan modal sosial dan

pengembangan masyarakat dalam suatu

komunitas tertentu dalam

upaya
mengembangkan entitas ekonomi sosial.
Kewirausahaan sosial selain untuk
menciptakan nilai ekonomi, juga secara ideal
membangun budaya dan kapasitas masyarakat
melalui berbagai interaksi sosial (Kummitha,
2017). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat didorong oleh kebutuhan dan
kuat entitas

kerjasama antara

yang
kewirausahaan sosial berdasarkan nilai-nilai
bersama dan permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat.
Keterlibatan individu dalam
kewirausahaan sosial telah memberikan nilai-
nilai sosial yang positif. Hal ini dikarenakan
tidak semua organisasi atau institusi mampu
menciptakan nilai-nilai

2014). Berbeda

sosial (Agafonow,

dengan  kewirausahaan

305

komersial yang lebih memiliki kecenderungan
mencari keuntungan, maka kewirausahaan

sosial  lebih  mempertimbangkan  fitur

organisasi yang lebih konkret dari strategi dan
tindakan

untuk  mempromosikan  tujuan

wirausahawan sosial.
Menurut Santos (2009) kewirausahaan

sosial tidak secara khusus menciptakan

mekanisme pasar, mengamankan subsidi

pemerintah atau menciptakan perusahaan

sosial, akan tetapi tentang kemampuan
menyusun  solusi  yang  efektif dan
berkelanjutan dengan menggunakan

kombinasi berbagai sarana kelembagaan apa
pun yang dianggap efektif. Hal ini sesuai
dengan pandangan Agafonow (2014) yang
menegaskan kewirausahaan sosial sebagai
suatu konsep yang memayungi ruang untuk
berbagai jenis inisiatif masyarakat dalam
mengatasi masalah sosial. Dengan demikian
pendekatan partisipasi dan evaluasi melalui
keterlibatan mental dan emosi yang dilakukan
oleh aktor UMKM kewirausahaan sosial di
Kota Serang sudah berjalan dengan efektif
seperti mampu menumbuhkan kepuasan

masyarakat, mendorong misi sosial dan

membangun interaksi positif secara efektif
dalam

dengan masyarakat

upaya

meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan.
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Motivasi dan Kontribusi dalam
Kewirausahaan Sosial

Berbagai kegiatan partisipasi UMKM
kewirausahaan sosial dalam memberikan
motivasi dan kontribusi terhadap masyarakat
dalam bentuk jasa, gagasan, tenaga, dan
keterampian menjahit, pembuatan aksesoris,
macrame, kreasi handmade pada kegiatan
sosial telah tercapai secara efektif. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Kiu (2018)

yang menyebutkan pelaksanaan program

pemberdayaan ekonomi masyarakat
menghasilkan  dampak positif terhadap
masyarakat  yang dibarengi dengan
peningkatan pendapatan, peningkatan
produktivitas  usaha  masyarakat, dan

peningkatan kemandirian masyarakat.

Motivasi ~ mempengaruhi  perilaku
kewirausahaan dalam tiga cara yang saling
melengkapi: pengaruh pada pilihan individu,
yaitu arah tindakan; mempengaruhi intensitas
tindakan, berdasarkan pada pentingnya atau
nilai tindakan tersebut bagi pengusaha dan
mempengaruhi kegigihan tindakan,
berdasarkan kejelasan jalan untuk mencapai
nilai ini (Locke, 2000). Motivasi dalam
kewirausahaan sosial merupakan faktor yang
terkait

sangat penting, terutama

karakteristik dan profil para aktor UMKM

dengan

tersebut, karena selain terdapat kepentingan
pribadi, ada juga orientasi untuk memberikan

kesejahteraan kepada masyarakat (Braga et al.,
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2014). Disisi lain hambatan utama dalam
menciptakan dan pengembangan usaha sosial
seperti mobilisasi sumber daya manusia dan
keuangan, waktu

manajemen sehingga

memerlukan  keterampilan  inti

yang
dibutuhkan untuk wirausahawan sosial yaitu
ketekunan, kepemimpinan dan empati.

Motivasi dan aktivitas kewirausahawan
sosial bertujuan untuk mengintegrasikan
sumber daya dan memfasilitasi pertumbuhan
inklusif melalui pendekatan  bottom-up
berdasarkan dinamika dan penciptaan nilai
bersama (Azmat et al., 2015; Mandrysz, 2020)
Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan
nilai-nilai sosial menjadi suatu tindakan yang
terintegrasi dalam kewirausahaan sosial.
Sebagaimana ditegaskan oleh Dhesi (2000)
bahwa wirausahawan sosial memobilisasi
sumber daya masyarakat untuk membangun
inisiatif berkelanjutan, selain menawarkan
kontribusi keuangan mereka sendiri.

Hal ini sejalan dengan pendapat
Kusumasari (2015) yang menjelaskan tentang
pentingnya proposisi nilai, penciptaan nilai,
dan penangkapan nilai dalam kwewirausahaan
sosial sekaligus menunjukkan bahwa dalam
hal proposisi nilai dalam model bisnis
kewirausahaan semua organisasi didirikan
sebagai respons terhadap diskriminasi yang
dialami oleh komunitas marginal. Terkait
aspek penangkap nilai, tampak melalui

serangkaian kegiatan seperti melakukan
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program-program  berbasis = kemanusiaan,

peningkatan kapasitas serta mengadakan
pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan.
Penciptaan nilai ditemukan dalam kasus-kasus
di mana semakin banyak manfaat yang
diperoleh masyarakat dari pelaksanaan
program, maka kewirausahaan sosial akan
semakin berhasil dan berkelanjutan.

Menurut Braga et al., (2014) terdapat
faktor-faktor yang memotivasi individu untuk
memelihara

mengembangkan dan

kewirausahaan sosial seperti semangat,
pengaruh tokoh, pengalaman masa lalu, dan
keinginan untuk berkreasi dan berinovasi.
Beberapa kegiatan seperti program pelatihan
keterampilan baik secara online maupun
offline telah mampu meningkatkan pendapatan
tambahan bagi masyarakat yang ikut
berpartisipasi dan menjadi motivasi penting
aktor UMKM kewirausahaan sosial. Menurut
Boluk & Mottiar (2014) wirausahawan sosial
memiliki karakteristik lebih unggul daripada
wirausahawan konvensional karena mereka
lebih  termotivasi  untuk  memberikan
kontribusi kepada masyarakat daripada dengan
keuntungan, meskipun dalam terdapat
motivasi tambahan sehubungan dengan usaha
bisnis seperti motif gaya hidup, menerima
pengakuan dan menghasilkan keuntungan.
Dalam konteks kewirausahaan sosial,
motivasi utama dikategorikan menjadi dua

yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Dua

307

faktor pendorong yang diidentifikasi adalah
latar belakang dan nilai-nilai sosial. Faktor
penarik diidentifikasi sebagai model bisnis,
penyebab, pengakuan peluang, motivasi diri,
jaringan, penghargaan pribadi, gaya hidup dan
motif non-keuangan (Humphris, 2017).

Temuan penelitian yang telah diuraikan,
jika dikonfirmasi menurut Gabarret et al.
(2018) bahwa motivasi kewirausahaaan sosial
dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong
dan penarik dimana pendorong motivasi tidak
hanya pada tingkat individu (kebutuhan
pribadi) tetapi juga pada tingkat sosial melalui
pengenalan kebutuhan sosial.

Selain itu faktor motivasi yang tinggi
dari masyarakat selaku peserta kegiatan
kewirausahaan sosial menjadi faktor penting
keberhasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian
Wanyoike &  Maseno (2021) yang
menunjukkan bahwa pengalaman pribadi yang
intens terkait dengan peristiwa kehidupan
masa lalu serta orientasi pencapaian yang
tinggi terhadap peningkatan mata pencaharian
dan menciptakan dampak berfungsi sebagai
pemicu utama kewirausahaan sosial.

Kontribusi efektif kewirausahaan sosial

telah  ditunjukkan oleh UMKM

yang
kewirausahaan sosial di Kota Serang tersebut
telah sejalan dengan pandangan lorgulescu &
Ravar (2015) yang menyebutkan bahwa
kewirausahaan sosial telah memainkan peran
kunci  dalam

pengembangan  negara



Budi Hasanah dan Ahmad Sururi dan Daffa Putri Prananda dan Adam Maulana Noval
/ Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 291 — 317

berkembang.  Selain  sebagai  penyedia

kesempatan kerja bagi kelompok rentan,

mereka seringkali menjadi inisiator penting

dari  proyek-proyek  yang  langgeng,
menyediakan serangkaian layanan yang
biasanya secharusnya ditawarkan oleh

pemerintah. Selain itu kontribusi penting

kewirausahaan sosial adalah terciptanya
inovasi sosial dan perubahan sosial masyarakat
secara kolektif (Bechir Fridhi, 2021) dan hal

tersebut sudah ditunjukkan oleh UMKM

kewirausahaan sosial melalui pendekatan
partisipasi  berdasarkan  motivasi  dan
kontribusi.

Tanggung jawab Individu dalam Aktivitas
Kewirausahaan Sosial

Menurut Nino (2015) kewirausahaan
sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
bersama yang dihasilkan dari sistem ekonomi
dan Corporate Social Responsibility, yang
merupakan hasil refleksi etika perusahaan
berdasarkan saling ketergantungan dan timbal
balik. Bagi masyarakat, kedua jalur tersebut
erat kaitannya dengan penciptaan nilai sosial
berkelanjutan.  Pada

Walden 2009, David

yang Konferensi

Perubahan Sosial

Bornstein menyoroti tiga tahap

pengembangan, yaitu kewirausahaan sosial
“Kewirausahaan sosial 1.0” yang difokuskan
pada pengusaha individu, kedua
“Kewirausahaan sosial 2.0” yang terkait

dengan institusi penyebab perubahan sosial,
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dan ketiga "Kewirausahaan sosial 3.0"
menyiratkan pengakuan bahwa perubahan
sosial dan inovasi sosial telah dimulai
(Schwiesow, 2010).

Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil
penelitian Mursalim & Kurniati (2020)
menyebutkan pemberdayaan melalui social
enterpreneurship telah mampu memberikan
dampak dalam

positif pengembangan

kemandirian masyarakat. Dalam hal ini

kemandirian ditunjukkan melalui proses
tanggung jawab yang melekat pada aktor
UMKM dan masyarakat. Menghubungkan
karakteristik kewirausahaan sosial dan bentuk
tanggung jawab sangat terkait dengan kinerja
sosial dan ekonomi dan beragam kepentingan
(Wang, 2006).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa
tanggung jawab UMKM kewirausahaan sosial
menunjukkan pencapaian yang efektif. Hal
tersebut ditunjukkan melalui timbulnya rasa
tanggung jawab dalam diri individu terhadap
aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian
tujuan. Buendia-Martinez & Monteagudo
(2020) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh
konteks budaya pada dimensi kewirausahaan
sosial. Selain itu, pengaruh ini terjadi melalui
dua kelompok variabel melalui modal sosial
dan tanggung jawab sosial perusahaan,
meskipun pengaruhnya menunjukkan tanda

yang berlawanan. Faktor-faktor ini memiliki

implikasi penting bagi pembuat kebijakan
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yang bertanggung jawab untuk mendorong
pengembangan kewirausahaan sosial.
individu

Tanggung jawab terhadap

berbagai aktivitas sosial tersebut dapat

bertransformasi menjadi modal sosial. Jika
dikonfirmasi berdasarkan hasil penelitian Idris
& Hijrah Hati (2013), bahwa pertumbuhan
kewirausahaan sosial saat ini melihat pada dua
faktor ~utama yaitu persepsi  tingkat
pemberdayaan ekonomi dan aktivisme sosial.
Dengan demikian tanggung jawab dalam

konteks kewirausahaan sosial dapat berperan

sebagai bagian dari pemberdayaan dan
pembangunan masyarakat dengan
mengedepankan  nilai-nilai  sosial  dan
kemanusiaan.

Bahwa akuntabilitas dalam

kewirausahaan sosial dapat dilihat melalui tiga
cara berbeda yaitu sebagai hubungan antar
pihak, sebagai hasil, atau sebagai variabel
prediktor (Schwiesow, 2010). Dalam konteks
berbeda, tanggung jawab kewirausahaan sosial
memiliki dimensi temporal akuntabilitas, yaitu
kewirausahaan sosial mengakui akuntabilitas
sosial dan penganggaran keuangan, tetapi lebih
diprioritaskan kepada kinerja sosial. Selain itu
komunikasi kinerja sosial terbatas, dengan
laporan yang tersedia untuk umum sehingga
bersifat parsial dan selektif. Komunikasi
kinerja keuangan bahkan Ilebih terbatas,
pelaporan  biasanya

ditujukan  kepada

pemangku kepentingan internal. Hal ini

309

berimplikasi terhadap cakupan kebutuhan

kewirausahaan sosial untuk

mengomunikasikan  kinerja  sosial  dan

keuangan secara lebih luas, termasuk untuk
memajukan legitimasi moral (berdasarkan
niat) menjadi legitimasi  konsekuensi
(berdasarkan pencapaian).

Menurut Chen et al. (2020) modal sosial
berpengaruh positif terhadap kewirausahaan
intensitas wirausaha sosial,

sosial dan

wirausaha berpengaruh positif terhadap
intensitas wirausaha sosial, dan wirausaha
berperan sebagai perantara antara modal sosial
wirausaha sosial.

dan Intensitas

Kewirausahaan sosial dipromosikan oleh
banyak jaringan dan melakukan proses inisiatif
dan

untuk  mengidentifikasi mendorong

wirausahawan sosial dan wusaha sosial.
Sebagaimana konsep kewirausahaan sosial,
modal sosial telah didefinisikan dalam
beberapa hal yang berbeda cara. Pada intinya,
modal sosial dapat dipahami sebagai
“hubungan, jaringan, dan institusi di dalam
suatu komunitas, masyarakat atau bangsa yang
memungkinkan kerjasama dan partisipasi

kelompok (ILO, 2017).

Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi.

Kewirausahaan  sosial ~memberikan
peluang terhadap nilai ekonomi dan sosial
yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup
dan membuat kemajuan sosial (Urban &

George, 2015). Berdasarkan hasil penelitian
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yang telah diuraikan, dampak sosial dan
ekonomi masyarakat menunjukkan pencapaian
yang cukup efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa secara
empiris, evaluasi dampak sosial dan ekonomi
memiliki keterkaitan erat dan telah menjadi
komponen penting dalam suatu program
bersifat valid, bermakna, dan dapat ditafsirkan
Sharpe (2011), sekaligus bahwa komponen
dalam suatu program penting untuk dievaluasi
agar temuan komponen dapat diandalkan,
Komponen program dapat meliputi penilaian
kebutuhan, evaluasi proses, evaluasi dampak,
dan efektivitas biaya (Guiu, 2018).
adalah

Evaluasi profesi

yang

menggunakan metodologi formal untuk
memberikan bukti empiris yang berguna
tentang entitas

produk, kinerja) (Mertens & Wilson, 2019).

publik (seperti program,

Selanjutnya untuk mengukur indikator

keberhasilan  program, terdapat standar
evaluasi menurut lima atribut utama evaluasi,
yaitu utilitas (seberapa berguna dan tepat
penggunaan evaluasi itu), kelayakan (sejauh
mana evaluasi dapat dilaksanakan dengan
sukses dalam pengaturan tertentu) , kepatutan
(seberapa manusiawi, etis, moral, pantas, legal,
dan profesional penilaiannya), akurasi
(seberapa dapat diandalkan, tepat, jujur, dan
dapat dipercaya evaluasinya), dan meta-
evaluasi (sejauh mana kualitas evaluasi itu

sendiri dijamin dan dikendalikan).
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Hal ini sejalan dengan penelitian Kumar
(2020), TiSma et al. (2022) yang menyebutkan
potensi, kebutuhan dan tujuan kewirausahaan
sosial telah mampu membawa perubahan
sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dampak sosial ekonomi menghasilkan
kapasitas individu dalam membuka peluang
usaha sehingga partisipan dapat membuka
usaha sendiri menjadi lebih mandiri dan
berpenghasilan serta ada beberapa yang di
tangani oleh penyelenggara untuk membantu
dalam kegiatan workshop karena peserta
semakin bertambah.

Terkait dengan hasil penelitian yang
menunjukkan evaluasi dampak sosial dan
ekonomi telah mampu menciptakan partisipasi
masyarakat menjadi lebih mandiri. Bobbio
(2019) mengatakan  bahwa  partisipasi
merupakan sesuatu yang bersifat fleksibel,
warga yang terlibat bisa sedikit atau banyak,
kurang atau sangat berdaya, dan partisipasi
mereka bisa di tempat atau online, untuk
jangka waktu pendek atau panjang, dan berada
pada isu-isu berisiko tinggi atau rendah.
Muli & Arasa

Menurut (2019)

kewirausahaan sosial melibatkan faktor-
faktor: identifikasi masalah sosial tertentu dan
solusi khusus untuk mengatasinya; evaluasi
dampak sosial, model bisnis dan keberlanjutan
usaha, sehingga hal ini menjadi relevan dengan
hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal

tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian
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Sijabat (2015) mengatakan

yang

kewirausahaan sosial memungkinkan

terjadinya peluang ekonomi bagi masyarakat
miskin, sehingga menghilangkan masalah
sosial dan ekonomi di masyarakat. Ini juga
mencoba untuk lebih memahami peran
kewirausahaan sosial dalam memungkinkan
peluang ekonomi bagi masyarakat miskin.
Untuk mencapai tujuan tersebut,
kewirausahaan sosial dapat dikembangkan
dalam membuka peluang ekonomi meliputi
penciptaan akses sumber

terhadap daya

keuangan, penggunaan inovasi  sosial,

pemberdayaan dan inklusi sosial, dan
penciptaan lapangan kerja (Sijabat, 2015).
Untuk mengukur indicator keberhasilan
program, Mertens & Wilson (2019) menyusun
lima atribut

standar evaluasi menurut

utama evaluasi, yaitu  utilitas (seberapa
berguna dan tepat penggunaan evaluasi itu),
kelayakan (sejauh mana evaluasi dapat
dilaksanakan dengan sukses dalam pengaturan
tertentu) , kepatutan (seberapa manusiawi, etis,
moral, pantas, dan

legal, profesional

penilaiannya), akurasi (seberapa  dapat
diandalkan, tepat, jujur, dan dapat dipercaya
evaluasinya), dan meta-evaluasi (sejauh mana
kualitas evaluasi itu sendiri dijamin dan
dikendalikan).

Hasil penelitian juga relevan dengan
(2009) yang

pengembangan lebih lanjut bidang ekonomi

Storey menegaskan
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politik untuk mengevaluasi dampak kebijakan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini
dikarenakan kewirausahaan sosial di Kota
Serang memerlukan dukungan pemerintah dan
regulasi yang mampu mengakomodasi secara
efektif peluang ekonomi dan nilai sosial secara
berkelanjutan.
Pentingnya

regulasi dan dukungan

pemerintah dalam kewirausahaan sosial
berkelanjutan dikemukakan oleh Jiatong et al.
(2021) bahwa jaringan sosial memiliki peran
mediasi dalam hubungan antara misi sosial dan
inovasi sosial pada pengembangan usaha yang
berkelanjutan. Selain itu, peraturan pemerintah
juga memiliki pengaruh positif dan efek
moderasi

signifikan terhadap

yang
pengembangan usaha berkelanjutan dan
dampak sosial yang lebih positif.

Menurut Tisma et al. (2022) tren
kewirausahaan sosial yang semakin meningkat
seharusnya didukung dengan kerangka
regulasi dan hukum yang jelas serta terhubung
dengan kebijakan publik, selain itu diperlukan
tindakan yang untuk mendorong langkah-
langkah kebijakan masa depan yang bertujuan

untuk mendukung kewirausahawan sosial.

Bahwa pemerintah berkontribusi dalam
membantu  wirausahawan  sosial  untuk
mengidentifikasi  sumber daya  untuk
membiayai  kegiatan, = menyelenggarakan

sosialisasi dan informasi untuk memberikan
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kesadaran kepada masyarakat tentang masalah

sosial. (Zainal & John, 2014).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukan
bahwa partisipasi program UMKM dengan
model social enterpreneurship di Kota Serang
khususnya pada jenis usaha design and
fashion, crafting (handmade aksesoris dan
supply bahan-bahan kerajinan), dan tour and
travel yang dilakukan oleh aktor UMKM
kewirausahaan sosial sudah menunjukkan
capaian yang efektif melalui keterlibatan
mental dan emosi individu dalam melakukan
aktivitas kelompok, motivasi individu untuk
memberikan kontribusi dan rasa tanggung
jawab dalam diri individu terhadap aktivitas
kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Selain itu dampak sosial ekonomi dalam
sosial  telah

konteks kewirausahaan

menghasilkan kapasitas dan kemandirian
dalam membuka peluang usaha. Temuan
penelitian menunjukkan pentingnya dukungan
pemerintah Kota Serang dan kebijakan yang

mampu mengakomodir peluang ekonomi dan

merepresentasikan nilai-nilai sosial
kewirausahaan di masa depan secara
berkelanjutan. Rekomendasi ~ penelitian

selanjutnya adalah mendorong peningkatan
UMKM melalui model kewirausahaan sosial
sebagai upaya memecahkan permasalahan
sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan

kemitraan dengan kewirausahaan yang lebih
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besar dan mendorong regulasi pemerintah
untuk mengakomodir peluang dan partisipasi
masyarakat dan dampak ekonomi dalam

kewirausahaan sosial.
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